ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ZONASIPADA KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI 1 WEWEWA TIMUR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA by Try Andi Ama, Suprianto
 
ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ZONASIPADA KEBIJAKAN 
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI 1 




Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat S-2 
















DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA 






























































1. Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Bapak tercinta, Agustinus Lende yang lebih menghargai ilmu daripada 
harta. 
3. Mama tercinta, Albertina Dama Nuna Malo yang penuh kasih sayang 
mendidik putra-putrinya. 
4. Kakak tersayang, Fredyrian Ndapa Ole & Almh. Shinta Yaneria Ndapa 
Ole yang selalu mendukung dalam menyelesaikan study. 
5. Adik-adikku tersayang, Ardilexon Ndapa Ole, Jureningsih Dian Kadi 
Wano, Novantrix Benyamin Lende. 
6. Kekasihku, Maria Ina Kaka yang selalu mendukung dan memotivasi 
dalam menyelesaikan study. 
7. Teman-teman Magister pedagogi angkatan 2019 tanpa terkecuali yang 
telah bersama-sama saling menyemangati sehingga penulis telah temukan 






















Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 
karunia dan rahmatNya, sehingga penyusunan tesis yang berjudul “Analisis 
Implementasi Sistem Zonasi Pada Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru 
Di Sma Negeri 1 Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya” dapat 
terselesaikan. 
Selama penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa semua tidak akan 
selesai dengan baik tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Prof. Akhsanul In’am, Ph.D, selaku Direktur Direktorat Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. Agus Tinus, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Magister Pedagogi. 
3. Dr. Yuni Pantiwati, MM., M.Pd, selaku dosen pembimbing utama yang 
telah banyak meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan dengan 
sabar, serta memberikan saran dalam penyelesaian tesis.  
4. Dr. Ichsan Anshory Am, M.Pdselaku dosen pembimbing pendamping 
yang selalu sabar membimbing dan menyediakan waktu serta memberikan 
saran dalam menyempurnakan tesis.  
5. Segenap Staf Pengajar Program Magister Pedagogi yang telah banyak 
memberikan saran dalam penyempurnaan tesis. 
6. Kepala SMA Negeri 1 Wewewa Timur yang telah memberikan data yang 
diperlukan untuk menyelesaikan tesis. 
 












Ama, Suprianto Try Andi. 2021. Analisis Implementasi Sistem Zonasi Pada 
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Wewewa Timur 
Kabupaten Sumba Barat Daya. Tesis Program Studi Magister Pedagogi 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing: 1) 
Dr. Yuni Pantiwati, MM., M.Pd., 2) Dr. Ichsan Anshory Am, M.Pd. E-mail: 
andiama46@gmail.com.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: implementasi sistem zonasi 
pada penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Wewewa Timur 
kabupaten Sumba Barat Daya. Pendekatan yang digunakan terhadap masalah 
penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) 
implementasi penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dari segi 
ketepatan kebijakan terlaksana dengan baik dengan menerapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019. 2) ketepatan 
pelaksana kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan bahwa penerimaan 
peserta didik baru berdasarkan radius dan jarak terdekat dari lokasi sekolah 
dan dibuktikan dengan kartu keluarga. 3) calon peserta didik baru yang 
menjadi sasaran/prioritas adalah calon siswa yang bertempat tinggal tidak jauh 
dari lokasi sekolah dan dibuktikan dengan adanya kartu keluarga. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem zonasi pada 
penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Wewewa Timur kabupaten 
Sumba Barat Daya terlaksana dengan baik. 
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This study aims to determine: the implementation of the zoning system on 
the admission of new students at SMA Negeri 1 Wewewa Timur, Sumba Barat 
Daya district. The approach used to the research problem is a qualitative 
descriptive approach. Data collection techniques using observation, 
interviews, and document studies. The data analysis technique used is 
triangulation. The results showed that; 1) the implementation of new student 
admissions with the zoning system in terms of policy accuracy was carried out 
well by implementing the Regulation of the Minister of Education and Culture 
number 44 of 2019. 2) the accuracy of implementing the policy is in 
accordance with the provisions that the acceptance of new students is based on 
the radius and closest distance from the school location and is proven by a 
family card. 3) prospective new students who are the target/priority are 
prospective students who live not far from the school location and are proven 
by the existence of a family card. Based on the results of the study, it can be 
concluded that the implementation of the zoning system on the admission of 
new students at SMA Negeri 1 Wewewa Timur, Sumba Barat Daya district is 
well implemented. 
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Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman 
kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah 
atas, sekolah menengah kejuruan, dan sederajat. Tujuan dari peraturan 
tersebut yakni memberikan akses layanan pendidikan yang bermutu dan 
merata bagi masyarakat. Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) Pemerintah perlu menyiapkan sekolah yang sama dan 
setara mutunya dengan sekolah unggulan/favorit yang ada saat ini, demi 
terwujudnya pemerataan mutu pendidikan. 
Kebijakan Pemerintah mengenai sistem zonasi merupakan salah satu 
langkah dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. 
Implementasi sistem zonasi bertujuan menghapusistilah sekolah favorit yang 
selama ini disematkan pada beberapa sekolah,sebab semua sekolah akan 
dianggap favorit. Pemerintah dalam usaha mewujudkan pemerataan mutu 
pendidikan mustimenyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan 
pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang 
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). 
Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang 
pertama dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, penerimaan peserta 
didik baru harus melalui seleksi yang telah ditentukan oleh pihak lembaga 
pendidikan kepada calon peserta didik baru(Ansar, 2019). Hampir semua 
sekolah melakukan seleksi untuk calon peserta didik baru guna memenuhi 
kriteria siswa yang diharapkan oleh lembaga sekolah. Sekolah kejuruan 
contohnya, siswa baru akan diseleksi untuk penempatan jurusan yang sesuai 
kemampuan dan skill peserta didik. 
Implementasi menurut Birklan(Bunker, 2010)dianggap sebagai wujud 
utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Selaras 
dengan pernyataan Birklan, menurutEdwards IIIbahwa“tanpa implementasi 
yang efektif keputusanpembuat kebijakan tidak akan 




pimpinan/manajer pendidikan mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu 
komunikasi, dukungan financial dan struktur birokrasi(Bunker, 2010). 
Berdasarkan pernyataan diatas untuk mencapai sasaran dari 
implementasi kebijakan sistem zonasi,komunikasi antara pemerintah dan 
lembaga sekolah harusberjalan baik agar dukungan financial 
pemerintahberupa sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang 
berhasilnya implementasi program kebijakan sistem zonasi (PPDB). 
Sebaliknya, jika komunikasi antara lembaga sekolah dan pemerintah tidak 
berjalan baik atau tidak adanya kerja sama yang baik maka orang tua peserta 
didik akan lebih memilih mendaftarkan anaknya di sekolah dengan fasilitas 
sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahan ini menjadi PR bagi 
sekolah dan juga pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan 
penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. 
Penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Wewewa Timur telah 
menerapkan kebijakan sistem zonasi sejak 2018. Penerapan sistem Zonasi 
dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ini tentu mengalami suatu 
permasalahan dalam menjalankan kebijakan, sebab beberapa tahun terakhir 
sebelum adanya sistem Zonasi SMA Negeri 1 Wewewa Timur menjadi 
pilihan utama peserta didik baru dari tiga kecamatan yang radius dan jaraknya 
dekat sekolah (kecamatan wewewa tengah, wewewa timur dan wewewa 
barat). Ketiga kecamatan ini hanya SMA Negeri 1 wewewa tengah yang 
merupakan sekolah negeri. SMA negeri 1 telah menjadi pilihan utama para 
peserta didik baru sejak dulu. Penerapan kebijakan sistem zonasi dimana 
prioritas utama adalah peserta didik dengan radius dan jarak tempat tinggal 
terdekat dari sekolah maka tidak dapat dipungkiri jika ada pro dan kontra dari 
Masyarakat mengenai kebijakan penerimaan peserta didik baru ini.  
Berdasarkan kondisi bahwa hanya SMA Negeri 1 yang memiliki sarana 
dan prasarana yang memadai tentu saja akan ada pro dan kontra mengenai 
sistem zonasi dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru. Sejak 
penerapan sistem zonasi pemerintah daerah belum menyediakan sarana dan 
prasarana yang memadai bagi beberapa lembaga sekolah yang baru didirikan 




semi permanen, sehingga belum mampu menunjang proses belajar mengajar 
yang efektif.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan kebijakan, 
ketepatan pelaksana dan ketepatan sasaran dalam implementasi kebijakan 
sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Wewewa 
Timur. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan 
adanyaPeraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaandalam Permendikbud 
Nomor 44 Tahun 2019 mengenai penerimaan peserta didik 
baru.Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana 




B. LANDASAN TEORI 
1. Tinjauan Studi 
Tinjauan studi merupakan perbandingan dengan penelitian 
terdahulu mengenai masalah, metode, serta hasil. Dalam penelitian ini 
yang berkaitan dengan kebijakan permendikbud nomor 44 tahun 2019 
belum ada, sebab kebijakan ini merupakan kebijakan yang baru 
diterapkan. Namun, terdapat penelitian pada kebijakan permendikbud 
nomor 17 tahun 2017 dimana kebijakan tersebut merupakan kebijakan 
pertama mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru. 
Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai penerimaan 
peserta didik baru berdasarkan zonasi menyajikan fakta fakta yang terjadi 
di lapangan. Salah satupenelitian berikut dengan judul“Implementasi 
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi 
Di Kota Bandung”(Purwanti, Irawati, Adiwisastra, & Bekti, 2019). 
Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa variable yang ditemukan 
yakni; 1) pemahaman mengenai penerimaan peserta didik baru 
berdasarkan zonasi yang masih minim menyebabkan penerapan 
kebijakan mengalami kendala, 2) ketersediaan sarana dan prasarana yang 
tidak merata di semua sekolah, 3) Dalam penelitian ini proses 
implementasi kebijakan dikelompok menjadi 3 (tiga) yakni : kelompok A 
merupakan sekolah yang berlokasi di dalam kota ditengah pemukiman 
warga, dikenai aturan zonasi 90%, kelompok B yaitu sekolah yang 
berlokasi di dalam kota namun jauh dari pemukiman warga, dikenai 
aturan zonasi 50%, dan kelompok C yaitu sekolah yang lokasinya 
berbatasan dengan wilayah kabupaten dikenai aturan zonasi 80% dari 
dala kota Bandung dan 10% dari luar kota Bandung, 4) Penelitian ini 
dilihat dari ketepatan pelaksanaan masih timbul kecurangan yang 
dilakukan orang tua murid dengan cara memasukkan nama calon peserta 
didik kedalam kartu keluarga orang lain yang berdomisili dekat sekolah 





Penelitian kedua yang dilakukan oleh Umi latifatul Khasanah 
dengan judul “analisis implementasi kebijakan sistem zonasi perspektif 
stakeholder sekolah (study multisitus SMA Negeri 1 Malang dan SMA 
Negeri 3 Malang Kota Malang)”. Berikut beberapa fakta yang 
ditemukan dalam penelitian yakni: 1) Permasalahan yang ditemukan 
peneliti dalam penelitiannya ialah SMP Negeri 1 maupun SMP Negeri 3 
Malang berfokus pada komunikasi sehingga penerapan kebijakan kurang 
maksimal, 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan 
oleh lembaga sekolah untuk dapat dipahami masyarakat akan prosedur 
dari zonasi. 3) Sumber data penelitian adalah Kepala Sekolah, para guru 
dan calon wali murid. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, 
observasi dan dokumentasi.  
Berdasarkan kedua penelitian yang telah dilakukan diatas mengenai 
implementasi sistem zonasi dan problematika sistem zonasi memberikan 
gambaran bahwa proses implementasi disetiap daerah tidak sama sesuai 
yang diharapkan, masih banyak kendala yang dihadapi setiap lembaga 
sekolah dalam proses penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta 
didik baru. 
2. Tinjauan Pustaka 
1. Implementasi  
Implementasi kebijakan adalah “Pelaksanaan keputusan 
kebijakan dasar, baik dalam bentuk undang-undang maupun 
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 
yang penting atau keputusan badan peradilan(Solichin, 
2015).”Secara tegas menjelaskan tujuan atau sasaran yang ingin 
dicapai, dan berbagi cara untuk menstrukturkan atau mengatur 
proses implementasinya. Pernyataan tersebutmenjelaskan bahwa 
implementasi program kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan 
sasaran dari program kebijakan yang dibuat dan akan diterapkan oleh 
suatu lembaga. 
Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan 




Indonesia. Mewujudkan pemerataan mutu pendidikan menurut 
(Purwanti et al., 2019)menyatakan bahwa “komunikasi antara 
pemerintah daerah dan sekolah harus berjalan baik, dimana 
pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang 
berkuallitas serta mensosialisasikan tujuan dan sasaran dari 
implementasi PPDB dengan sistem zonasi.”Berarti dalam 
implementasi program kebijakan sistem zonasi komunikasi 
pemerintah dan lembaga sekolah harus sejalan supaya implementasi 
sistem zonasi berjalan sesuai tujuannya dalam pemerataan mutu 
pendidikan. 
Menurut Quade(Bunker, 2010), mengungkapkanperlunya 
implementasi kebijakan adalah “untuk menunjukkan bukti bahwa 
dalamimplementasi kebijakan terjadi aksi,interaksi, dan reaksi faktor 
implementasikebijakan.”Quade menyatakan bahwa dalam proses 
implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi 
dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor 
lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan 
tindakan tawar-menawar atau transaksi. 
Berdasarkan pernyataan Quade bahwa jika adanya interaksi 
dan reaksi dari pihak yang mengimplementasikan kebijakan maka 
implementasi kebijakan mencapai tujuan dan sasaran sesuai yang 
diharapkan. Sebaliknya jika tidak ada interaksi dan reaksi dapat 
diartikan bahwa proses implementasi kebijakan tidak mencapai 
tujuan dan sasaran, sehingga dapat menyebabkan aksi (baik berupa 
protes atau dukungan). 
Aktivitas interprestasi merujuk pada pemahaman mengenai 
tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan yang akan direalisasikan. 
Aktivitas terakhir yakni aplikasi merujuk pada penerapan secara 
jelas dan tepat dari program kebijakan guna tercapainya tujuan 
kebijakan. Panitia penerimaan peserta didik baru sebagai pelaksana 
program kebijakan harus memahami sasaran sistem zonasi sehingga 




Sasaran dalam kebijakan sistem zonasi adalah peserta didik yang 
radius dan jarak rumahnya berada dalam zona zonasi yang telah 
ditentukan oleh Dinas Pendidikan(Purwanti et al., 2019) 
 
2. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru 
Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik, dimana 
pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah. Pendidikan 
berperan penting bagi sebuah bangsa, dapat dikatakan penentu 
kualitas sebuah bangsa terletak pada tingkat pendidikan yang 
dicapai. Menurut(William N. Dunn, 2003)Fokus kebijakan“attention 
in what actually done againts what is purposed(intended), dan 
kebijakan berbeda dengan keputusan”. Kebijakan merupakan 
rangkaian tindakan yang memilikitujuan tertentu diikuti dan 
dilaksanakan oleh pelaku atausekelompok pelaku lainnya guna 
memecahkan suatu masalahyang menjadi perhatian banyak pihak. 
Kebijakan Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam 
Permendikbud No. 44 Tahun 2019 bertujuan untuk pemerataan mutu 
pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini dalam penerapannya 
bertujuan untuk menghapus adanya sekolah favorit yang telah 
disematkan pada beberapa sekolah selama ini. Kebijakan penerimaan 
peserta didik baru dengan sistem zonasi dibuat dengan tujuan yakni 
pemerataan mutu pendidikan. Kebijakan penerimaan peserta didik 
baru telah di terapkan sejak 2017 dalam Permendikbud No. 17 
Tahun 2017. 
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam 
Permendikbud No. 44 Tahun 2019 merupakan revisi/pengembangan 
dari permendikbud No. 14 Tahun 2018. Kebijakan ini di Evaluasi 
oleh pemerintah agar dalam penerapan ditiap satuan pendidikan dari 
Sabang sampai Merauke dapat mengembangkan kualitas mutu 
pendidikan. 




Sistem Zonasi mulai digunakan pada tahun 2017dalam 
penataan sistem Penerimaan Peserta DidikBaru yang mengacu pada 
PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 
2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Barupada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar, SekolahMenengah Pertama, Sekolah 
Menengah Atas, SekolahMenengah Kejuruan, atau bentuk lain yang 
sederajat. Penerapan sistem zonasi diwajibkan pada sekolah negeri 
untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata 
bagi masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga 
anak-anak usia sekolah tidak perlu mencari sekolah yang lokasinya 
jauh dari tempat tinggalnya(PDSPK Kemendikbud, 2018). 
Zonasi merupakan jalur penerimaan yang disediakan 
bagipeserta didik yang telah tinggal dalam satuareal/kawasan 
minimal satu tahun(Peserta & Baru, 2020).Bukti tinggal dibuktikan 
dengan kartu keluargaatau surat keterangan dari ketua RT/RW 
yangdilegalisir pejabat berwenang.Jalur zonasi tidak menerapkan 
proses seleksi seperti tes UN (Ujian Sekolah) danbentuk seleksi lain 
seperti yang digunakan di jalurprestasi.Jalur ini juga berlaku bagi 
siswapenyandang disabilitas. Tugas Pemerintah Daerah dalam 
Penerapan Sistem Zonasi yakni: 
1. Menetapkan dan memastikan semuah wilayah administrasi 
sudahterbagi dalam wilayah zonasi. 
2. Penetapan dilakukan melalui rapat dengan Kelompok kerja 
KepalaSekolah. 
3. Memastikan ketersediaan daya tampung di tiap jenjang 
pendidikan. 
4. Apabila ada sekolah yang lokasinya berada di 
perbatasan,masing-masing Pemda dapat mengambil kesepakatan 
tertulis. 
5. Melaporkan hasil penetapan kepada Menteri Pendidikan 




Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru memiliki tujuan 
dalam pemerataan akses pendidikan, tujuan adanya sistem zonasi 
diantara, yakni: 
1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai 
ketentuan perundangan yang berlaku dalam mendorong 
peningkatan akses layanan pendidikan. 
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan lembagapendidikan yang 
berkualitas 
3. Menjamin pemerataan akses mutu pendidikan setiap 
zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta 
didik (PDSPK Kemendikbud, 2018). 
Sasaran utama kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta 
didik baru yakni: (1) Peserta didik dan anak usia sekolah pada 
umumnya, (2) Sekolah sebagai satuan pendidikan yang melayani 
peserta didik. Sistem zonasi diterapkan untuk memastikan peserta 
didik dapat terlayani dengan baik oleh lembaga pendidikan yang 
dapat dijangkau peserta didik. Berkaitanz dengan hal tersebut 
diperlukan mekanisme yang terintegrasi dalam pengelolaan 
pendidikan yang mencakup dua perspektif yaitu, Pertama,Sasaran 
secara vertikal dilakukan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan 
fungsinya dalam pengelolaan pendidikan mulai dari satuan 
pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, 
dan pusat. Kedua, sasaran secara Horizontal dikembangkan untuk 
penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dalam bentuk 
peningkatan kapasitas muatan substansi pendidikan yang disesuaikan 
dengan Standar Pendidikan secara nasional yang terdapat pada 8 
(delapan) komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) beserta 
turunan dari sejumlah variabel dan indikatornya, (PDSPK 
Kemendikbud, 2018) 
Implementasi kebijakan dalam penerapannya 
memperhatikanbeberapa faktor diantaranya yakni Pelaksanaan 




berbagai factor keberhasilan implementasi kebijakan.Alasan tersebut 
sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir (1980) bahwa 
“keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat 
kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program 
dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok 
pemanfaat dengan organisasi pelaksana” (Bunker, 2010). 
Pernyataan diatas menjelaskan bahwa tahap Pelaksanaan 
dalam implementasi begitu berperan penting untuk mengetahui 
tingkat kesesuaian suatu program kebijakan dilapangan. Hasil dari 
pelaksanaan implementasi kebijakan akan di evaluasi dan dari hasil 
evaluasi implementasi kebijakan memberikan kesimpulan akankah 
kebijakan tersebut dikembangkan atau diberhentikan. Pelaksanaan 
implementasi kebijakan PPBD dengan sistem Zonasi berfokus pada 
tiga criteria pelaksanaan, yakni : 
a. Ketepatan Kebijakan, ketepatan kebijakan yang dilihat ialah 
apakah pelaksana kebijakan ditingkat lembaga sekolah 
melaksanakan sesuai dengan peraturan menteridalam kebijakan 
PPDB 
b. Ketepatan Pelaksana, dalam ketepatan pelaksana berkaitan 
dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pelaksana kebijakan 
serta kinerja panitia pelaksana kebijakan dalam mengantisipasi 
akan adanya pemalsuan data. 
c. Ketepatan Sasaran, apakah sasaran utama kebijakan telah sesuai 
dengan radius dan jarak dari sekolah berdasarkan dalam 
peraturan menteri, ataukah timbul penyelewengan dalam 
pelaksanaan kebijakan sehingga yang menjadi prioritas malah 









































Kebijakan Zonasi Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 17 Tahun 2017, No. 14 Tahun 2018, dan No. 44 
Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, 
SMP, SMA, SMK, dan yang sederajat. 
Peraturan Gubernur Nusa 
Tenggara Timur No. 23 tahun 
2020 Tentang Pedoman 
Penerimaan Peserta Didik Baru 
Pada Sekolah Menengah Atas 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Petunjuk Teknis Penerimaan 
Peserta Didik Baru SMA 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tahun Pelajaran 2019-2020 
Implementasi sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di 
SMA Negeri 1 Wewewa Tengah dengan focus Penelitian mengenai 
Pelaksanaan Sistem Zonasi, yakni : 
a. Ketepatan Kebijakan 
b. Ketepatan Pelaksana 










C. METODE PENELITIAN 
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif 
karena subjek telah terbentuk dalam satu kelompok utuh.Penentuan 
informan ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau 
pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan 
(Sugiyono, 2012). 
Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, penggunaan pendekatan 
deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh dan mendeskripsikan 
Implementasi Sistem Zonasi pada Penerimaan peserta Didik Baru Di 
SMA Negeri 1 Wewewa Timur. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Wewewa Timur 
Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alasan 
peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Wewewa Timur karena 
merupakan satu-satunya sekolah Negeri di daerah Wejewa Tengah 
Sehingga sekolah tersebut menjadi tujuan peserta didik yang lulus 
Sekolah Menengah Pertama. 
3. Data dan Sumber Data Penelitian 
Sumber data dalam penelitian ini meliputi:  
1. Data Primer yaitu Data yang diperoleh dari sumbernya langsung, 
diamati dan dicatat secara langsung (seperti Observasi, wawancara 
dan Dokumen). 
Sumber Data Primernya adalah Kepala sekolah, panitia pelaksana dan 
para guru. 
2. Data Sekunder yaitu Data yang sudah ada dan berhuhungan dengan 
masalah yang ditelitiseperti dokumen, foto, buku-buku yang 
mempunyai hubungan dengan penelitian.Penelitian ini data sekunder 






4. Teknik Pengumpulan Data 
Instrumen merupakan alat yang digunakan peneliti dalam 
penelitian untuk mengumpulkan data secara efisien sehingga lebih mudah 
diolah(Arikunto, 2006). Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis 
mengenai wawancara atau pengamatan yang telah dipersiapkan untuk 
mendapatkan informasi (Shidiq & Choiri, 2019) 
1. Wawancara 
Wawancara dilakukan pada Kepala Sekolah Dan Panitia Pelaksana 
penerimaan peserta didik baru untuk memperoleh data langsung 
mengenai Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta 
Didik Baru. 
2. Dokumen 
Dokumen dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data berupa 
Juknis kebijakan sistem zonasi. Persyaratan kebijakan sistem 
zonasi,dan data peserta Penerimaan Peserta Didik Baru. 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka untuk mengetahui arah penelitian, maka peneliti 
memerlukan jurnal, buku, dan karya ilmiah yang tersedia di 
perpustakaan. Membaca sumber-sumber yang relevan dengan 
penelitian ini maka peneliti mengetahui teori-teori yang dapat 
digunakan dan sesuai dengan penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
Data Reduksi 
Data yang diperoleh peneliti di lapangan (wawancara, observasi 
dan dokumen) mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi 
penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 wewewa tengah akan 
dirangkum kemudian dipilih dan digolongkan data pokok dan membuang 
data yang tidak diperlukan, sehingga data yang valid akan diolah dan 
ditarik kesimpulannya. 
Penyajian Data 
Penyajian data dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang 




dalam bentuk deskriptif mengenai implementasi sistem zonasi 
penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Wewewa Timur. 
Verifikasi  
Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk menyimpulkan hasil 
penelitian yang didapatkan peneliti dalam uraian singkat berupa 
deskripsi. 
6. Validitas Data 
Validitas data bertujuan untuk menguji kebeneran data yang akan 
disajikan dalam penelitian (Alwasilah 2008 dalam (Bachri, 2010). 
Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menggunakan Triangulasi untuk 
memeriksa keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 
keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau membandingkan 
antara data satu dengan data lain (Bachri, 2010). 
Metode Triangulasi digunakan peneliti untuk menguji keabsahan 
data yakni triangulasi dengan sumber data; 1) Membandingkan data hasil 
penelitian dengan data wawancara, 2) Membandingkan data hasil 
observasi dengan data hasil wawancara, 3) Membandingkan hasil 




D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian  
Peneliti menguraikan hasil wawancara, observasi dan analisis 
dokumen dari hasil penelitian. Peneliti menguraikan hasil wawancara, 
observasi dan analisis dokumen dengan tujuan dapat menjawab rumusan 
masalah yang telah dijabarkan penulis. 
Ketepatan Kebijakan 
Pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru dilakukan dilembaga 
sekolah setiap tahunnya. Penerimaan peserta didik baru saat ini 
dilaksanakan dengan sistem zonasi dan diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan penerimaan peserta 
didik baru. Ketepatan kebijakan PPDB di SMA Negeri 1 Wewewa Timur 
akan dijelaskan sesuai hasil wawancara dengan responden utama yakni 
kepala sekolah dan panitia pelaksana. 
Penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru yang 
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Wewewa Timur menerapkan kebijakan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan hasil wawancara 
dengan kepala terdapat peraturan tambahan dalam pelaksanaan 
penerimaan peserta didik baru, yakni: 
“Ya, dalam pelaksanaan PPDB berlandaskan Permendikbud nomor 
44 tahun 2019 dan Pergub nomor 23 tahun 2020. Pergub ini 
dibertujuan untuk menjamin PPDB berjalan sesuai ketentuan 
perundangan yang berlaku. Peraturan gubernur mempertegas dalam 
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar tidak adanya 
diskriminasi dan harus bersifat transparan, hal ini yang menjadi salah 
satu poin utama dari peraturan gubernur.” 









Gambar 4.1 Kebijakan Landasan dalam Pelaksanaan PPDB 
 
Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan system zonasi 
berlandaskan pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 23 
Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 
pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah 
Luar Biasa. Peraturan lanjutan yakni Surat Keputusan Kepala SMA 
Negeri 1 Wewewa Timur No. 838/SMAN 1?57/VI/2020. Peraturan pada 
gambar diatas menunjukkan pedoman landasan SMA Negeri 1 Wewewa 
Timur dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru. 
Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 terdapat empat 
jalur penerimaan, dan hasil wawancara dengan kepala sekolah beserta 
panitia pelaksana mengenai jumlah jalur penerimaan peserta didik baru, 
sebagai berikut: 
“Sesuai peraturan menteri tentang PPDB ada empat jalur 
penerimaan, yakni jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur 
perpindahan tugas orangtua/wali murid. Pelaksanaan penerimaan 
peserta didik baru kami lakukan secara onlinedan di halaman website 
secara otomatis telah dimunculkan keempat jalur 
penerimaansehingga calon siswa baru bisa memilih mendaftar 
melalui jalur yang mana.” 
 Hasil wawancara diatas didukung dengan hasil analisis dokumen 








Gambar 4.2Sistem PPDB Online 
 
Jalur penerimaan peserta didik baru telah sesuai dengan yang 
termuat dalam Peraturan Menteri. Gambar diatas menjelaskan dalam 
pelaksanaan PPDB secara online telah betul-betul menjalankan sesuai 
Permendikbud dimana jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur 
perpindahan tugas orangtua/wali murid diterapkan. 
Prosedur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tiap lembaga 
sekolah berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan kondisi sekolah serta 
sumber daya yang dimiliki. Pendaftaran peserta didik baru di SMA 
Negeri 1 Wewewa Timur dilakukan secara online, sesuai hasil 
wawancara yakni sebagai berikut: 
“Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan 
sistem online, ketua pelaksana menjelaskan bahwa dalam proses 
pendaftaran siswa difasilitasi dalam melakukan pendaftaran secara 
online. Hal ini dilakukan karena hampir 80% calon peserta tidak 
memiliki handphone dan masih awam dengan IT, sehingga pihak 
sekolah berupaya memfasilitasi para siswa melakukan pendaftaran 
yang dilaksanakan secara online.” 
 Penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan dengan system 
online ini dibawah naungan langsung Dinas Pendidikan Provinsi Nusa 
Tenggara Timur dengan kerjasama dengan Telkom.Pelaksanaan 




Hasil wawancara diatas didukung dengan analisis dokumen yakni, 
website penerimaan calon siswa baru https://ntt.siap-ppdb.com. 
 Penerimaan peserta didik baru menerapkan beberapa syarat 
pendaftaran tiap jalur penerimaan, hasil wawancara dengan kepala 
sekolah dan panitia pelaksana mendapat data sebagai berikut: 
 “Calon peserta didik yang mengikuti jalur zonasi harus berada dalam 
zona zonasi dimana itu dibuktikan dengan adanya kartu keluarga dan 
surat keterangan domisili serta memiliki surat tanda lulus (STL), 
panitia pelaksana menambahkan bahwa usia maksimal calon 
pendaftar adalah 21 tahun. Syarat untuk jalur Prestasi berupa nilai 
hasil ujian yang termuat dalam SKHU dan surat tanda lulus, dan 
untuk jalur Afirmasi syarat utama yakni memiliki kartu Program 
Keluarga Harapan (PKH).” 
 Hasil wawancara diatas didukung dengan hasil analisis dokumen 
laporan penerimaan peserta didik baru, yakni: 
Gambar 4.3 Syarat-syarat PPDB 
 
 Gambar diatas menunjukkan syarat-syarat yang menjadi tolak ukur 
penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 
Wewewa Timur. Hasil wawancara dan hasil analisis menunjukkan bahwa 









Ketepatan pelaksana kebijakan berkaitan dengan actor pelaksana 
kebijakan, kebijakan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh 
lembaga sekolah dan actor pelaksananya yakni kepala sekolah dengan 
dibantu oleh para guru yang ada dalam lembaga tersebut. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan panitia 
pelaksana penerimaan peserta didik baru mengenai pelaksana kebijakan, 
yakni: 
 “Kebijakan penerimaan peserta didik baru ini dibuat untuk 
dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, dimana actor pelaksananya 
adalah kami para Guru. Penerimaan peserta didik baru ini kami 
laksanakan berdasarkan peraturan yang ada baik dari peraturan 
menteri maupun dari peraturan gubernur, imbuh kepala sekolah.” 
Kepala sekolah menambahkan dalam implementasi penerimaan 
peserta didik baru ini membentuk tim pelaksana, hasil wawancara yang 
dilakukan sebagai sebagai berikut: 
“Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini supaya terarah dan 
tidak mengalami permasalahan dalam menerapkan sebagai kepala 
sekolah saya menunjuk beberapa guru sebagai tim panitia pelaksana 
penerimaan peserta didik baru ini.” 
Hasil wawancara diatas didukung dengan hasil analisis dokumen 
pelaksana kebijakan penerimaan peserta didik baru, sebagai berikut: 





 Gambar diatas menunjukkan bahwa Kepala sekolah member tugas 
pada beberapa guru sebagai Tim Pelaksana penerimaan peserta didik 
baru. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan PPDB terarah dan dapat 
dipertanggungjawabkan hasilnya.  
Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis dokumen, 
pelaksana kebijakan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 
1Wewewa Timur adalah para guru di SMA tersebut, pembentukan tim 
pelaksana penerimaan peserta didik baru ini dilakukan supaya dalam 
melaksanakan kebijakan terencana dengan baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan hasil yang akan dicapai. 
 Pelaksana kebijakan penerimaan peserta didik baru selain lembaga 
pendidikan, pemerintah turut menjadi actor pelaksana kebijakan. Dinas 
Pendidikan selaku pengawas pelaksanaan pendidikan memiliki tugas 
yang sama dengan lembaga pendidikan dalam melaksanakan kebijakan. 
Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama-sama dengan 
lembaga pendidikan menengah atas melaksanakan penerimaan peserta 
didik baru. Dinas Pendidikan Provinsi NTT bekerjasama dengan Telkom 
untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara online. 
 Kerjasama yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan 
pemerintah (Dinas Pendidikan Provinsi) serta masyarakat swasta 
(Telkom) memberikan gambaran bahwa adanya komunikasi kerjasama 
yang baik demi kelancaran dari implementasi kebijakan penerimaan 




 Hal tersebut dibuktikan dengan website penerimaan peserta didik 
baru yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan NTT  dalam menunjang 
penerimaan peserta didik baru (https://ntt.siap-ppdb.com). Komunikasi 
yang berjalan baik antara lembaga sekolah, pemerintah, dan masyarakat 
ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan oleh actor 
pelaksana kebijakan bersifat objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa 




Ketepatan sasaran penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di 
lembaga sekolah penting diperhatikan untuk melihat apakah sasaran yang 
ditujuh dari suatu kebijakan telah tepat atau tidak. Berkaitan dengan 
ketepatan sasaran penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA 
Negeri 1 wewewa timur dijelaskan dari hasil wawancara kepada kepala 
sekolah dan panitia pelaksana. 
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru berfokus pada jalur 
zonasi yakni diutamakan bagi siswa yang berada dalam radius dan jarak 
sekitar sekolah, hasil wawancara yang didapat di SMA Negeri 1 
Wewewa Timur mengenai jalur zonasi dalam PPDB, sebagai berikut: 
“Berkaitan jarak zonasi ini, SMA Negeri 1 wewewa timur membentuk 
2 (dua) zona zonasi. Zonasi I yakni jarak diperuntukkan kepada calon 
siswa yang berdomisili di Desa-desa terdekat dari Sekolah, sedangkan 
zona II bagi Desa-desa yang jaraknya lebih jauh dari sekolah dengan 
syarat yakni masih dalam kecamatan yang sama dengan lokasi 
Sekolah. Pembagian ini dilakukan karena siswa yang berada di 
sekitaran lingkungan sekolah tidak banyak dan masih kurang dari 
jumlah yang sekolah dapat tampung. Permasalahan inilah sehingga 
kami membuka zonasi II guna memenuhi jumlah kuota kelas yang 
ada.” 
 Hasil wawancara diatas didukung dengan hasil analisis dokumen 




Gambar 4.5 Mekanisme jarak zona zonasi 
 
Hasil analisis menjelaskan bahwa dalam pelaksana penerimaan 
peserta didik baru dengan sistem zonasi telah diatur sesuai ketentuan 
yang disepakati. Hasil analisis dokumen dengan hasil wawancara 
membuktikan pelaksanaan PPDB direncanakan dengan memperhatikan 
pedoman PPDB berdasarkan Peraturan Menteri. 
 Sasaran utama dari penerimaan peserta didik baru yakni siswa yang 
berada di zona zonasi, berdasarkan hasil analisis dokumen didapat data 
peserta didik baru di SMA Negeri 1 Wewewa Timur bertempat tinggal di 
dalam zona zonasi, hal itu dibuktikan dengan adanya dokumen data 
peserta didik baru sebagai berikut: 
 


















 Hasil analisis dokumen diatas merupakan bukti bahwa pelaksanaan 
penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 
Wewewa Timur sesuai sasaran yang ingin ditujuh dalam Kebijakan 
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019. 
Data siswa pada gambar memberikan gambaran bahwa jarak tempat 
tinggal peserta didik dari sekolah masih berada dalam zona zonasi, hal ini 
menunjukkan sasaran utama dari kebijakan telah tepat. 
Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disetiap lembaga 
pendidikan tentu akan menemukan adanya kecurangan yang dilakukan 
oleh calon peserta didik, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut SMA 
Negeri 1 Wewewa Timur telah membentuk tim yang akan mengecek 
keaslian data siswa, hasil wawancara dengan kepala sekolah menjelaskan 
cara mengatasi jika adanya kecurangan, yakni sebagai berikut:  
 “Ya betul, dalam mengantisipasi jika adanya kecurangan yang 
dilakukan oleh calon peserta didik kami telah membentuk Tim 
Verifikasi data dimana tim verifikasi ini yang akan mengecek 
keaslian data dari para calon peserta didik baru.”  
 Tim verifikasi selain bertugas mengecek tidak adanya 
kecurangan/pemalsuan data, tim verifikasi bertugas melihat kelengkapan 
data para calon peserta didik, hasil wawancara di SMA Negeri 1 
Wewewa Timur mendapatkan data, sebagai berikut: 
 “Tim verifikasi selain mengecek keaslian data siswa juga memiliki 
tugas yakni mengecek kelengkapan data calon siswa, jika tim 
verifikasi menemukan adanya kekurangan dari data calon siswa atau 
menemukan adanya ketidaksesuain data di system dengan yang ada 
didokumen maka secara otomatis akan gugur.”  
 Hasil wawancara diatas didukung dengan hasil analisis dokumen 
penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Wewewa Timur, yakni: 






Hasil analisis dokumen yang didapat bahwa tim verifikasi bertugas 
memeriksa kelengkapan data peserta didik sebagai salah satu syarat 
dalam penerimaan peserta didik baru. Data yang valid ialah data yang 
sama yang diberikan pada tim pelaksana dengan data yang diupload 
disistem penerimaan peserta didik baru. Hasil wawancara dan analisis 
dokumen menunjukkan bahwa perlunya dilakukan verifikasi data guna 
mencegah adanya kecurangan yang dilakukan calon peserta didik. 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran dari 
penerimaan peserta didik baru diatas yang dilakukan di SMA Negeri 1 
Wewewa Timur telah memberikan gambaran dalam pelaksanakan PPDB 
dengan sistem zonasi. Peraturan gubernur menjadi salah satu landasan 
lembaga sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru. 
Poin “tanpa diskriminasi” dari pergub ini mendukung akan kesetaraan 
haksemua masyarakat untuk memperoleh pendidikan di lembaga sekolah 
dalam mencapai cita-cita anak bangsa. 
 Proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Wewewa 
Timur dilaksanakan dengan sistem online dan website pendaftaran yakni 
https://ntt.siap-ppdb.com. Web penerimaan peserta didik baru tersebut 
disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses 
pelaksanaan PPDB secara online ini secara langsung diketahui prosesnya 
oleh Dinas Pendidikan Provinsi sehingga sasaran utama dari kebijakan 




Wewewa Timur tahun 2020 yakni 473 siswa, jika di kelompokkan dalam 
jalur penerimaan PPDB maka akan seperti tabel berikut: 
Tabel 4.1 Jumlah siswa baru tahun 2020 
No. Jalur Penerimaan Jumlah (%) 
1. Zonasi 236 siswa 
2. Prestasi 130 siswa 
3. Afirmasi 107 siswa 
4 Perpindahan tugas orangtua/wali - 
Jumlah 473 siswa 
Sumber : data dokumen laporan PPDB SMA Negeri 1 W. Timur 
 Tabel diatas menjelaskan jumlah siswa tiap jalur penerimaan 
peserta didik baru. Jalur perpindahan tugas orangtua tidak memiliki 
pendaftar dan berdasarkan hasil analisis observasi bahwa kuota untuk 
jalur penerimaan perpindahan tugas dialihkan ke jalur afirmasi. Hal itu 
dilakukan untuk dapat memberikan peluang bagi peserta didik kurang 
mampu dalam melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah. 
2. Pembahasan  
Kebijakan penerimaan peserta didik baru atau yang lebih dikenal 
dengan sistem zonasi merupakan penerimaan peserta didik yang 
berdasarkan radius dan jarak. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 
harus dilakukan dengan benar benar memperhatikan faktor kondisional 
yakni daya tampung sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mutiarin & 
Wijaya (2017) menyatakan bahwa, penentuan mengenai peserta didik 
didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada (faktor kondisional 
sekolah) meliputi: daya tampung kelas, tenaga pendidik, anggaran serta 
sarana dan prasarana (Ansar, 2019). 
Proses implementasi dilakukan apabila sudah memiliki tujuan dan 
sasaran serta program untuk mencapai sasaran telah tersusun (Bunker, 
2010). Tujuan sistem zonasi yakni memberikan akses pendidikan yang 
merata bagi masyarakat dengan tidak memandang status social calon 




Penerimaan peserta didik baru dalam permendikbud 2019 
persentase zona zonasi adalah 50% dari daya tampung sekolah, 
sedangkan di tahun 2018 persentase zona zonasi adalah 90%. 
Permendikbud 2019 dievaluasi agar sekolah dapat menerima lebih 
banyak peserta didik dari luar zona melalui jalur penerimaan lainnya 
(jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orangtua) demi 
mewujudkan keadilan dalam memperoleh pendidikan bagi seluruh anak 
bangsa. 
Analisis penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada teori 
kebijakan yakni dalam proses analisis penelitian memperhatikan fakta 
yang terjadi dilapangan dengan data yang didapat dalam 
penelitian(William N. Dunn, 2003). Analisis dilakukan untuk melihat 
proses penerapan kebijakan di lembaga sekolah selaku actor pelaksana. 
Analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada prosedur akan tetapi fakta 
yang terjadi dilapangan, apakah relevan atau tidak (William N. Dunn, 
2003). 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis dokumen yang 
dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi penerimaan 
peserta didik baru dengan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Wewewa 
Timur, yakni sebagai berikut; 
Ketepatan Kebijakan 
Proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 
1 Wewewa Timur melaksanakan prosedur sesuai Peraturan Menteri 
Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 
2019 serta Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 dalam 
melaksanakan PPDB secara transparan dan tanpa diskriminasi. 
Penerimaan peserta didik yang dilaksanakan dengan online memberikan 
peluang bagi seluruh calon siswa memperoleh kesempatan melanjutkan 
pendidikan di SMA Negeri 1 Wewewa Timur.  
Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi 
harus memperhatikan radius dan jarak dari lokasi sekolah demi 




dengan pernyataan (Perdana, 2019)mengungkapkan bahwa, calon peserta 
didik yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah yang berhak 
mengikuti jalur zonasi.Zonasi merupakan jalur penerimaan yang 
dikhususkan bagi peserta didik yang berdomisili di sekitar lingkungan 
sekolah (Peserta & Baru, 2020). 
Ketepatan kebijakan dalam penerapannya sangat mempengaruhi 
apakah kebijakan yang diterapkan berhasil atau atau tidak. Implementasi 
suatu kebijakan harus berdasarkan dengan pedoman pelaksanaan yang 
sudah direncanakan, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan suatu 
kebijakan tidak berdasarkan kemauan actor pelaksana, akan tetapi sudah 
ada pedoman dan batasan dalam melaksanakan kebijakan (Purwanti et 
al., 2019) 
Kondisi dilapangan yang ditemukan peneliti menunjukkan adanya 
hubungan antara teori dengan hasil penelitian yang didapatkanbahwa 
ketepatan penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan 
sistem zonasi di SMA Negeri 1 Wewewa Timur sudah sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan PPDB. Hal itu terbukti dari jalur penerimaan 
peserta didik baru yang sudah diatur dengan cara dikelompokkan secara 
berurut sehingga membantu calon siswa dalam memilih jalur pendaftaran 
yang diinginkan. 
Ketepatan Pelaksana 
Implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada lembaga yang 
melaksanakan kebijakan tersebut, akan tetapi kerja sama antara 
pemerintah dan lembaga yang melaksanakan kebijakan serta kerjasama 
masyarakat dengan lembaga pelaksana kebijakan. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan (Purwanti et al., 2019) menyatakan bahwa, pelaksana 
implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah akan tetapi melibatkan 
kerjasama dengan masyarakat dan swasta. Sejalan dengan pendapat 
tersebut, (Bunker, 2010) menyatakan bahwa, implementasi suatu 
kebijakan dapat terlaksana jika adanya komunikasi yang baik antara 





Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan keterkaitan 
hubungan antara teori yang dipaparkan dengan hasil penelitian yang 
didapat peneliti. Hasil penelitian di SMA Negeri 1 Wewewa Timur 
mengenai ketepatan pelaksana kebijakan penerimaan peserta didik baru 
sudah sangat baik, dimana adanya saling kerja sama antara lembaga 
sekolah dengan Dinas Pendidikan serta kerjasama yang dilakukan Dinas 
Pendidikan dengan PT. Telkom. Hal tersebut menjelaskan komunikasi 
antara pelaksana kebijakan terjalin baik dalam menyukseskan 
pelaksanaan kebijakan 
Ketepatan Sasaran 
Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi 
harus memperhatikan radius dan jarak domisili calon peserta didik. 
Syarat utama penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yakni 
calon siswa yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi sekolah.Calon 
siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi harus menyertakan kartu 
keluarga untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data apakah benar 
bertempat tinggal disekitar sekolah. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan(Nurlailiyah, 2019), menyatakan bahwa, calon peserta didik 
yang termasuk dalam zona zonasi didasarkan pada alamat yang ada di 
Kartu Keluarga (KK). 
Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini radius dan 
jarak zona di tentukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan 
musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Penerimaan calon 
siswa dengan sistem zonasi ini dilakukan guna memberi akses layanan 
pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa. Sejalan dengan 
pernyataan diatas,(Perdana, 2019) menyatakan bahwa, PPDB dengan 
sistem zonasi merupakan langkah awal pemerataan mutu layanan 
pendidikan. 
Implementasi kebijakan harus memperhatikan faktor kesiapan 
masyarakat, apakah siap dengan suatu perubahan yang ada atau tidak. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan (Purwanti et al., 2019) yang 




atau tidak, mendukung atau menolak kebijakan itu. Berdasarkan 
pernyataan tersebut kesiapan target yang menjadi sasaran kebijakan 
menjadi salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan suatu kebijakan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hubungan 
keterkaitan teori yang dipaparkan dengan hasil penelitian di SMA Negeri 
1 Wewewa Timur. Hasil penelitian mengenai target dari penerimaan 
peserta didik baru dengan sistem zonasi berjalan sesuai prosedur yang 
tercantum dalam pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. 
Hal ini dibuktikan dengan 90 persen siswa yang terdaftar berdomisili di 
sekitar lokasi SMA Negeri 1 Wewewa Timur. 
Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru terlaksana 
dengan baik, adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan 
lembaga pelaksana kebijakan yakni sekolah dan kerjasama lembaga 
sekolah dengan pemerintah serta kerjasama dengan pihak swasta 
menunjukkan keberhasilan dari implementasi kebijakan perlu adanya 
komunikasi yang baik antara aktor pelaksana. Hal ini sesuai dengan teori 
Edward III mengenai criteria penting implementasi kebijakan yakni 
komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana (Bunker, 2010) 
E. Kesimpulan dan Saran 
1. Implementasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 
Wewewa Timur berdasarkan Ketepatan Kebijakan terlaksanakan 
dengan baik dimana peraturan landasan penerimaan peserta didik 
baru berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur. 
2. Implementasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan Ketepatan 
Pelaksana terlaksana dengan baik. Kerjasama lembaga SMA Negeri 
1 Wewewa Timur dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT 
menunjukkan ketepatan pelaksana kebijakan berjalan berdasarkan 
pedoman PPDB yang berlaku. 
3. Implementasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan Ketepatan 
Sasaran terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 90% 





1. Sebaiknya lembaga sekolah mempelajari dan membedah lebih dalam 
peraturan yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru agar 
dalam implementasinya lebih efisien. 
2. Dinas pendidikan sebaiknya turun langsung ditiap lembaga sekolah 
untuk mengawasi aktor pelaksana dalam pelaksanaan penerimaan 
peserta didik baru guna dilakukan evaluasi agar dapat ditingkatkan 
implementasi kebijakan di tahun ajaran baru. 
3. Lembaga sekolah sebaiknya lebih memperketat persyaratan 
penerimaan peserta didik baru sehingga calon peserta didik yang 
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1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
Focus Sub focus Indicator  Item 
Instrumen 
















































dengan radius dan 
jarak dari sekolah 
berdasarkan dalam 
peraturan menteri, 










































2. Instrument Wawancara 
 
Tujuan: Untuk mengetahui penerapan kebijakan Menteri No. 44 Tahun 2019 
pada penerimaan peserta didik baru Di SMA Negeri 1 Wewewa Timur 
 
Pertanyaan : 
A. Ketepatan Kebijakan 
1.  Berapa jumlah jalur penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 
Wewewa Timur? 
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di 
SMA Negeri 1 Wewewa Timur? 
3. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan mengenai jumlah calon peserta 
didik pada jalur zonasi yang terlampaui dari 50% yang telah ditentukan 
dalam kebijakan? 
4. Siswa yang berada diluar zona zonasi dapat mengikuti jalur apa jika 
ingin menjadi calon peserta didik di SMA Negeri 1 Wewewa Timur? 
5. Bagaimana pihak sekolah mengatasi permasalahan adanya calon 
peserta didik yang tidak memiliki surat keterangan domisili? 
 
B. Ketepatan Pelaksana 
1. Langkah apa yang telah disiapkan oleh pelaksana kebijakan dalam 
mengantisipasi adanya pemalsuan data calon peserta didik? 
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penerimaan peserta 
didik baru? 
3. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan ketika menemukan adanya 
kecurangan atau pemalsuan data tempat tinggal oleh calon peserta 
didik? 
4. Bagaimana nasib calon peserta didik baru dalam verifikasi ditemukan 




5. Apakah calon peserta didik yang gugur di gelombang pertama masih 
bisa mendaftar di gelombang ke 2? 
 
C. Ketepatan Sasaran 
1. Adakah peraturan lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PPDB 
selain dari peraturan menteri? 
2. Berapakah radius dan jarak zona zonasi dalam penerimaan peserta 
didik baru di SMA Negeri 1 wewewa timur? 
3. Bagaimana pihak sekolah menyikapi jika jumlah calon peserta didik 
dari luar zona melebihi kuota yang telah ditetapkan? 
4. Bagaimana cara pelaksana kebijakan memastikan bahwa calon peserta 
didik benar-benar bertempat tinggal dalam radius dan jarak zona 
zonasi? 
5. Bagaimana cara kepala sekolah memastikan tidak adanya 

























3. Lembar Observasi 
No
. 
Indikator yang diamati YA TIDA
K 
  
1. Memahami arah dan tujuan peraturan menteri No. 
44 Thn 2019 
  
 
2. Prosedur pelaksanaan PPDB    
3. Radius dan jarak zona zonasi dari sekolah    
4. Syarat-syarat penerimaan peserta didik baru    
5. Prosedur verifikasi keaslian data peserta didik    
6. Jalur penerimaan yang diprioritaskan    




8. Penyelewengan tim pelaksana dalam proses PPDB    
9. Pengawasan proses PPDB    
10. Sasaran yang ditujuh tercapai atau tidak    
11. Transparan atau terbuka    
12. Arsip dokumen kebijakan    
13. Tidak adanya diskriminasi    
14 Fasilitas yang digunakan    















4. Hasil Wawancara Penerimaan Peserta Didik Baru 
 
Tujuan: Untuk Mengetahui Penerapan Kebijakan Peraturan Menteri No. 44 
Tahun 2019 Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMA Negeri 1 Wewewa 
Timur 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
A. Ketepatan Kebijakan 
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan 
penerimaan peserta didik baru di 
SMA Negeri 1 Wewewa Timur? 
Kami melaksanakan sesuai 
kebijakan Permendikbud yakni 4 
jalur penerimaan: jalur zonasi, jalur 
prestasi, jalur afirmansi, dan jalur 
perpindahan tugas orangtua/wali 
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan 
penerimaan peserta didik baru di 
SMA Negeri 1 Wewewa Timur? 
Penerimaan peserta didik baru 
dilaksanakan dengan sistem online 
dan website penerimaan dibuat dan 
monitor oleh Dinas Pendidikan 
Provinsi NTT. Proses pendaftaran 
online ini kami membantu calon 
siswa dalam melakukan 
pendaftaran seperti menyediakan 
computer, mengarahkan proses 
pendaftarannya dan memjelaskan 
berkas-berkas apa yang harus 
disiapkan, imbuh kepala sekolah. 
3. Bagaimana sikap pelaksana 
kebijakan mengenai jumlah calon 
peserta didik pada jalur zonasi 
Berdasarkan peraturan ada 4 jalur 
penerimaan sehingga calon siswa 




yang terlampaui dari 50% yang 
telah ditentukan dalam kebijakan? 
jalur zonasi, sebab jalur zonasi 
kami khususkan bagi siswa yang 
berdomisili disekitar lingkungan 
sekolah dan itu telah berdasarkan 
peraturan yang ada. 
4. Siswa yang berada diluar zona 
zonasi dapat mengikuti jalur apa 
jika ingin menjadi calon peserta 
didik di SMA Negeri 1 Wewewa 
Timur? 
Siswa dari luar zona akan dapat 
mendaftar pada jalur prestasi, lolos 
dan tidaknya tergantung dari hasil 
verifikasi karena untuk masuk 
melalui jalur prestasi calon siswa 
harus mempunyai nilai sesuai yang 
ditentukan 
5. Bagaimana pihak sekolah 
mengatasi permasalahan adanya 
calon peserta didik yang tidak 
memiliki surat keterangan 
domisili? 
Berkaitan dengan surat keterangan 
domisisli itu memang menjadi 
salah satu syarat akan tetapi 
dengan adanya kartu keluarga itu 
sudah dapat membuktikan apakah 
calon siswa tersebut dari dalam 
zona atau tidak. 
B. Ketepatan Pelaksana 
1. Implementasi penerimaan peserta 
didik baru dijalankan oleh? 
Pelaksanaan penerimaan peserta 
didik baru ini kami yang 
melaksanakan (SMA Negeri 1 
Wewewa Timur) dan dalam 
pelaksanaan ini kami membentuk 
tim pelaksana yang bertanggung 
jawab secara penuh. Dinas 
Pendidikan Provinsi juga masuk 
dalam pelaksana kebijakan ini 
karena mereka yang menyiapkan 
website penerimaan secara online 




Ketua panitia menambahkan 
bahwa pelaksanaan penerimaan 
peserta didik baru menjadi 
wewenang pihak sekloah dengan 
berdasarkan peraturan yang 
menjadi landasan penerimaan 
peserta didik baru. 
2. Apakah Dinas Pendidikan turut 
andil dalam pelaksanaan 
kebijakan? 
Ya, Dinas Pendidikan termasuk 
pelaksana kebijakan dimana 
mereka yang menjalankan 
langsung website penerimaan 
peserta didik baru ini. Website 
penerimaan dijalankan oleh mereka 
dan tentu saja mereka pun 
merupakan pelaksana, jelas ketua 
panitia. 
C. Ketepatan Sasaran 
1. Adakah peraturan lain yang 
menjadi acuan dalam pelaksanaan 
PPDB selain dari peraturan 
menteri? 
Iya ada, pelaksanaan penerimaan 
peserta didik baru berlandaskan 
pada Peraturan Gubernur Nomor 
23 Tahun 2020 yakni pelaksanaan 
PPDB harus objektif, transparan, 
dan tanpa diskrimanasi. Peraturan 
gubernur menjadi salah satu 
landasan pelaksanaan PPDB jelas 
kepala sekolah 
2. Berapakah radius dan jarak zona 
zonasi dalam penerimaan peserta 
didik baru di SMA Negeri 1 
wewewa timur? 
Jarak zona zonasi yakni siswa yang 
berdomisili di sekitar lingkungan 
sekolah dengan jarak 5 KM dari 
sekolah. 
3. Bagaimana cara pelaksana 
kebijakan memastikan bahwa 
Untuk memastikan data calon 




calon peserta didik benar-benar 
bertempat tinggal dalam radius 
dan jarak zona zonasi? 
dimana dilakukan oleh tim 
verifikasi guna memastikan data 
yang ada di web dengan data yang 
diserahkan disekolah itu sama. 
Dengan dilakukan verifikasi data 
siswa akan diketahui jarak rumah 
tempat tinggal.  
4. Syarat-syarat apa saja yang 
menjadi tolak ukur dalam proses 
penerimaan peserta didik baru 
dengan sistem zonasi? 
Syarat penerimaan peserta didik 
baru yakni, kartu keluarga, kartu 
PKH untuk calon siswa jalur 
afirmasi, Surat keterangan Lulus, 
surat hasil ujian semntara. 
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